
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR I2 TAHUN 2006 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSl 
DINA$ PELAYANAN PERLZINAN DAN PENANAMAN MODAL 

KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI JEP ARA, 

Megin9at 

a batwa dalam fag.a membenikn pelarya0an p0if% 
kepada masyarak.at di bidang peniinan dan 
penanaa modal, dipanda0g per membentuk sat 

uniter)a terseniii; 

b. bahwa untuk ma#sud terebut hunuf a  peril  

ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisesi, Tugs 
Pokok dan Fungsi Dines Pelayana Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabu»paten lepra Kabupaten 
Jepara dengan Peraturan Daerah 

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentuk.an Daerah-darer.ah Kabupaen dal.a 
lingkungan ropinsi Jawa Tengan 

2 Un&dang-undang Nomor 32 faun 2004 tetang 

emerintahan Derah ( Lembaan Negara fRepublik 
Indonesia Nomnor 125 Tahun 2004, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik loners Nomor 4437) 
sebaairans tela diubah denga Undag-undag 
Noror 8 Tahun 200S tentang Penetapan Peraturan 
Pererintah Penggant Undang-Undang Nomot 3 
Tahun 2005 tentang Penbahan Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pererintahan 
daerah menjadi Undang-Undang(Lemnbaan Negara 
Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik idonesia 
Nomor 4548 ) 



3 Peraturan Pererintah Nmore8 Tau 2003 tent.ng 

edomnan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 14, 
Tambahan Lernbaran Negara Repute tonersa 

Nomor 4262) 

4 Peraturan Pererintah Nomar 9 Tahun 203 tentang 
Wewenang pengangkatan, emindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeni Sipit ( Lembar an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nor&re 15, 
Tawnbahan Lembaran Negara Repubik intones.a 
Nomor 4263) 

6 Peesturan Derah Kabupaten Jepar Nornor 1G 

faun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Jepara 

( Lembaran Daerah Kabupaten Jepea Tahu 200.3 

Nomor 21) 

6 poaturan Deer8h Kabupaten Jepara Nono 

Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Jepara(Lemnbaan Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2003 N0mor 23, Tanbaha 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9} 

7 peraturan Daerah Kabupaten leper Nono 13 
Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinars Daera 
Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lenaran 
Daerah Kabupaten Jepara Noror 10), sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Du erah Kabu ten 
Jepara Noror 10 Tahun 2004 entang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepare Noor 13 
Tahun 2003 tentang Perbentuken, Susunan 
Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 
Kabupaten Jopara (Lerbaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2004 Nomor 16) 

Dengan Persetujuan Bers.ma 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPAA 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN; 

PERATURAN DAERAH TEN'TANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN 
FUNGSI DINAS PELAYANAN PERLINAN DAN 
PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA 



- BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pa#al f 

Dalam Peraturan D¥ rah ini yang drnaksud dengan 
f Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2 Peerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepare 
3 Bupati adalah Bupati Jepara 
4 Seiretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara 
$ Perangit D 'ah adala Organisasi / Lemnbaga pads Peerintah D ah 

yang bertanggungiarw kepada Kepala Daerah dalam rank.a 
penyelenggaraan porerintahan, yang terdini di Sekretariat Dee rah, Dias 
Daerah, Lembaga Teknis Daorah, Kecarmatan dan Satuan Polisi among 

Pea sesuai dnan Kebutuhan Daer8h 
6. Dines Dau 'ah adalah Ursur Pel8ksans Pemerintah Daerah yang 

melaksanal.an kewenangain Otonomni Daerah dalam fang#a pelaks.a0a.a. 
tug Desntrali asi, 

7 Sadan a&a l.a h  selurnpulan  orang daretau modal yang erupakankesatu 
baik yang melakukan us.aha mnaupun yang tidal ml8kl yang mnelipull 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditar Perseroa tinny.a, adan 
Ls.aha AM.k Negara atdu Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firms, 
Kongsi, Koperasi, Dan Pensiun, perselkutun, Perumpulan, Yeyas.a, 
Organisasi Mas.a, Organisasi Sosial Politi#k at.au organisasi yang sejenis, 

Lernbage Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya 
8 Peniinan ad.a.ah 007708 proses penerbitan suatu izin yang a.ju..an 0let' 

0rang poibadi dan a t al  Dad.an1 urtuk keper luan sutu us.aha an / ala  

pribad  darlatau meryangkut kepentingan umum 

BABII 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan D¥ rah ini dibentuk Dinas Pelayanae Perizinan da 
Penanarnan oda Kabupaten 4par8 

BAB II 

KEOUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagia Pertana 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 3 

Dines Pelay8nae perizin.an dan Penanarnan Modal Kabupaten Jepara 
erupak.an unsur peaks.an.a pemer int.ah Daer ah di bidang Pelayanan Perizinan 
dan penanamnan modal qi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berade di.bewah den bertanggungiarwab kepada Bupati melali Selretaris 
Deerah 



Pasal 4 

Dinas Pela yanan Perzinan dan Penanaman Model mnemngpunyai tugas 
melaksanaken kerwenan9an pemerintah Daera.h di bang pay88n per110an 

danp60a0a04n m0al dalamn rangka desentralisasi 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa&al 4 Dias 
Pelayanan Pertinan dan Penanarnan Modal mempunyai fungsi 
a penyusunan darn pfuran kebijakan tekmis di bdang pelayaa' periinan 

dan penananan modal 
b prencan& dan valuasi pelaryan an p0012/an1 d00pa0a0an1 00al 
¢ peyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanarnan modal 
d pengewasan dan pengendalan toknis di bidang pelarynan perizinan den 

perararan mo'_ 
e beryelenggr%an adrministrasi pernerintahan di bidangoy.a 
f pelsksnae ket.taus.ahan an krurnahtangpaan, 
g pelaksaaan tugas-tugs lain yang iberikan oleh Bupati ssui tugas den 

fungoinya 

Bagia Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perizinan dee Penanaman Modal 
terdi dari 
a Kepala; 

b Bagian Tata Usaha 
c. Bidang Perizinan Urum 
d Bidang erizinan Ekonomi 

e Bidang informasi dan Pengkaijian 
f gidang Penanarnan Modal 
g Sub Bagian 
h Sksi-$eksi, 
i Kelomnpok Jab4ta Fungi0nal 

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Perinan dan Penahamnan 
Modal sebagaiman.a dimnaksud pada Ayat (1)teratum pada lanpiran yang 
merupak.an bagian tidak terpisahkan dri Pereturan Derah ind 

Bagian Ketiga 

Kepala 

Pasal 7 

Kepala Dines Pelayanan Perizinan dan Penanamnan Modal mnempunyai tugas 
memimpin dan bertanggungiawab atars pelaksanaan tugas pokok da fungsi 
Dias sebagaimana dimnaksud dale Pasal 4 dan asal 5 



Bagi@n Keernpat 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

(1)8agian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegia ta  surat 

meryurat, ears.ipan, per]ala0an dinars, pen1en1gap0, epega0wan.8 
keuan9a, perelihara.an, peyuSun an pr'Ogram, evaluasi da lap0an 

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah darn 
bertanggungiawalb kepada Kepala Dinas Pelayanan Perinan dad 
Penanara Mo.al 

Pasal 

Utuk mnelaksanaan tugas sebagaiman% dimaksud dalam P ryat (1), 
Bagian Tat Usaha mempunyat fuangst 
a perenanan, evaluasl dan1 lap0ran in1a. 

pe yehe  nggard  n  surtmeryurat, kearsipan, kerurahtangaan dan 
penal% ear., 

penyaijan bahan kebijakan Kepala Dias 
d pen geo l aan  urusankep0gawaia.n1, eua0gan an1 dokumnetarsi, 
d pemnbiaa an pegrwas.an stat 
f pelaksanaan tuge -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 10 

(1)8agian Tata Usaha terdiri dari 
a SubBagian Perencanaan dan Evaluasi 
b Sub Bagian Umum 

(2)Masing-mnasing Sub Bagian sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) dpimpin 
oleh seorang Kepala yang berada dibarwah dan bertangqungewab kpad.a 
Kopal bagi Tat Usaha 

Pasal 1f 

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi merpunyai togas mnelaksanak.an 
perencanaan evaluasi darn laporan Dins 

(2Untuk melaksanakan tugas sebagairana dimnaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Perencaaan den Eveluasi mempunyai fungi 
a perencanan kegiatan dan pengendalian program kerja Dines 
b pelaksaa.an evaluasi program darn kegiat.an, 
c. penyusunan lap0ran1, 

d pengroulean  odan  pergola  tarn  at.a 
e k0ordinasi perenoar an evaluarsi dinars, 
f peryeke ggeraan kegiatan administrasi dibid.angry8, 
g perbinaan ape0ga0wars.a.n1 st.af, 

h pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata 
Usaha sesuai tugas dan fungsinya 



- l Paal 12 

(1)Sub Bagian (mum mempunyai tugas melaksanakan surat-mneryur at, 
karsipan, efurnahtang9a.a per'jala0an1 ias, penlengap.an1, epeg&weal 
lane080900 

(2Untuk melaksanakan tugas sebagairmana dimaksud pada ayat (1) Sub 
Bagen Umum merpunyai fungsi 
a pengeiolaan sur at-0er7yurat dank.ear$/pan1, 
b. pengeioiaan pelengiapan, dokumnenarsi, perpstakaan dain u -a 

rumah tangga dias 
c pelakaaan ruSan perjalan1an1 din1a$ 
d pengeiolean administrasi kepegawaian 
e pngetolean keuangan dinars 
f pengurusan mutasi, dilat, kpsejahteraan p@grwai, hake da kewajba 

pegawai 
g peryusunan anggaran dan belania di.as 
h pelaksanaan ariristrasi keuangan darn perbendaharaan, 
i perbinan dan pongawas.an stat 
j pelaksanaan tugas-togas lain yang diberikn oleh K6pal Bagi Tata 

Usha sesuai tugas dan fungsinrya 

Bagin Kelima 

Bidang Perizinan Umurn 

Pasal 13 

(1)Bidang Perizinan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, proses 
darn penet.apan perilinan bidang non perel0no/Tia', meliipu 
a perizinan bidang bangunan / perurahan 
b perizinan bidang pertanahan 
c peizinan bidang pemantaatan kekayaan Daerah 
d perizinan bidang kesehatan 
e perizinan bidang ketenagakerjaan 
f. periinan bidang iinglungan idup 
g penizinan bidang pekerjaan urun 
h perizinan bidang pendidikan, 
i periinan bidang telekorunikasi den tekhnologi informasi 

j periinn bidang kependuduk.an 
k lei.lain perizinan di bidang non per@konorian 

(2)Giang Periinn Urrumn dipirnpin oleh seorang Kepale yang beads dibawah 
dan bertagungarwab kepad Kepala Dinars 

psal 14 

Utuk mnelaks.anakn tugas sebagairana dimaksud dalam Passi 13 ayat (1) 
8itang Perizinan Umnum mempunyail fungs 
a penyusu.an peornan pela yanan per iinan 
b. peyusu.nan reCena dan evaluars pelayaa1 pen120a0 
c pen ye ke  1ggare  npeleyanan perizinan, 
d penye t  ggaraan kegiatan administrasi di bidang0ya 
e k0ornari den sink.rooisars pelayanan perizinan 
f pa0open baan perumurs.an kebijaka teknis di biangry.a 



- ' g pelaksaaa kebijakan tekis dinars di bidangry.a, 
h pert an dan penertapar0pi.i18n 

perobin an dan pengawars.an st.al 
j pelaksanaan tug% -tugas lain yang diberikan oleh Kepel Dines suai tu0gas 

dan fungsinya 

Pasal 15 

(1gidang Perizinan Urum terditi dart 

a SeksiPelayanan Umnum 
b Seksi Penetapan Umur 

' 
(2Ming-mnasing Seksi sebagairana dimaksud pad.a aryat (1) dipimnpin oleh 

e0rang Kepala yang berada di barwah dan betang9ungiawab kepada 
Kepala Bidang Perizinan Urum 

Pasat 16 

() $ks Peynan umum mempuoya togas meoyeleo" ro ses  
pelayan.an  pr.in%an1 bang non pk0no/ia, fehiput mnenerna dan 
menehi Derkas permohonan, memberi peyelasan, da my.er8hi.a 
periinan kepada pemnohon 

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimnaksud pad ayat (1), Seksi 
Pelayanan Lrumn mermpuryai fungsl 

pelaksaaan pelaryanan perizinan 
b penenioaan an peel/tan Der as per TTOhOaI 
c pemberia penieiasan kepada pemohon 
d perbiaan sicap  dapenarpila petugs pelana 
e pebinaan an p01g.a0wa1$a0 taf 

f peiasaaan koordinarsi di bidangry.a 
g pengelolaan administrasi di bidangnya 
h pelaksanaan ugas-tugars lain yang diberikan oleh Kepala Bitang 

Perizinan Urumn sesuai tugas dan fungsinya 

(1)seksi Penetapan Umnurn rernpunyai tugas meryelenggaraka proses 
penetapan perizinan bidang non perekbnorhian, mneliput melakuk.an 
koordiasi, peninjau.an la.pagan dean mnnetapkan rancanan keputus.an 
periinan 

(2Untuk melaksanakan togas sebagaimana imaksud pada ayat (1), Seksi 
Peret.pan Ururn er1puny a fun9Sf 
8 pe can.a .an  an peak.san1a.an1 k0or(in'a$i 
b perencanaan da pelaksanaan peninjauan lapa098 
C penetapan rancangan keputusan perizinan 

d perro sesan  keputu.s.an, 
e. pengeiolaan administrasi di bidangnya 
f perbinan dan pengawas.an stat 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perizinan (rum sesuai tugas dan fungsinya 



Bagian Kena 

Bidang Perizinan Ekonomni 

Pasal 18 

(1)Bidang Pezinan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan layanan 
proses. 0a0pent.a08n1 p0./a bidang prekonomian meliput 
a. peninan bidang perindustrian 
b perizinan bidang perdagangan 
¢ perizinan bidang koperasi 
d pernizinan bidang pariwisat.a 
e peniinan bdang pertaian 
f periinan bidang perikanan dan Kelautan, 
g perizinan bider peternakan 
h. peniinan bidang kehutanan an perkebunan 
i peniinan bidang perhubungan 
j periinan tell.are 
k penizinan bidang pertambangan dan energi 
l perizinan bidang pemnanfaatan sumber daya slam 
mn la-lain pen1ian di bidang perk0nor7Ma' 

(2)Bidang Perizinan Ekonomi dipirpin oleh se0rang Kep la yang berads 

di bwah da bertanggungiawab kepada Kepale Dias 

Pasal 19 

Utuk mlaksanakan tugas sebagaimana dimak.sud pade Passi 18 aat (1) 
idang Periinan Ekonomni mempunyai fungsi 

peyusunan pedoman pel@yanan perizinan 

b perausunanrencanadarn evaluarsi pelaya0a0 pen120%a 

c pen ye ke  ggarz  pelayanan perizinan, 
d pe y elen ggarg en  kegiatan administrasi di bidangnya 
e ooroars an /0/00is.as pel0ya.0a.0 p/12\0a.0 

f peroiapan bah'an perurusan ebijakan tenis d bidang0y.a 
g pelasaaan kebijal.an ekis dinars di bidangry.a, 
h pernrosesan dan penetapan perizinan 

perbinan dan pen 9awn s.an  stat 
j pelaksanaan tugas-togas lain yang diberikan oleh Kpl Dina sesui tugas 

dan tung9ya 

(1)Bidang Peizinan Ekonori terdii dari 

a Seksi Pelayanan Ekonomi, 

b Seksi Penetapan Ekonori 

(2)Ma gmnasing Seksi sebageirana dimaksud pad ayat (1) dipimnpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangqngiawab kepada 
Kepala Bidang Perizinan Enomi 



- 1 
Pasal 21 

(1)Seksi Pelayana Ekonormi mnemnpunywai Dugas menyelngaaken proses 
pelayanan periinan biang peek0Ori8n, meliputi menenioa dan melt 
Derkas permohonan, memberi penjelas.an ibida090ya da me0ye0ah.an 
peniinankepad.a perohon 

(2Untuk mnelaksanakan tugas sebagaimnana dirnaksud pada ayat (f) Seksi 
Po la yan an  Ekonori  mernpuryai fungsi 
a peiasanaan pelarya.0a.n1 p0108.0 

b penenoean berkas permohonan, 
c peoeloan Deras perm0hon.an, 

d peobeian penielasan db/hag0ya hepada pemoon 
pernbi an slap darn pea001p/la.1 pl0/gar$ pea ya8 

f pembinaan den pngerwas.an staf 
g pengeiolean administrasi di bidangnya 
h pelaksanaan k0ordinasi i bidangry.a 
l pelaksaran tugas-tugs lain yang iberikan oleh Kepala Bidang 

Pewizinan Ekonorisesuat tugas de F ungsinya 

Pasat 22 

(1)Seksi Penetapan Eonomi mempunyai tugas menyelenggarakan proses 
penetapan peiina bi0dang perekonomian, melipuli r lakuka 0or di 
peniniauan lapa0gain den menetap.an ran0an9gar keput8a7 pi0a. 

(2Untuk meleksanakan tugas sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), Sek$i 
Penetapan Ekonori mernpurryai fungsi 
a perencanaan darn peak.sa0a0an k0ordinasl 
b perenoanaan darn pelak.sanaan peniniaua1 la0a019an1, 
c peretapan7 fa0a0gain kepulusan perizinan, 
d pen rosesan  keputusan  
e  pengelola administrasi di bidangnya 
f pernoir +ano0an peg.rwars.an staf 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kep%la Bidang 

Periinan Ekonori sesuai tugas dan Fung.siny.a 

Bagin Ketujuh 

Bidang informasl dan Pengkajl an 

Pas.al 23 

(f)6idang informasi dan pengkajan mempunyai tugas member an penijelasan 
intonasi dean sos4ais.a peldry&nan periinan, menenima an menyele +ark.a 
pengaduan may.a0a.at rt.a menghj pengembangan sister play0% 
penan 

(2gidang lrformass dean pengkaiian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

dibawah dan bertanggungiarwb kepada Kepala Dinas 

--· 



- Pasat 24 

Untuk meryelenggarakan tugas sebageirang diraksud dalam Pa4al 23 Bidang 
informasi dan Pengkaiian merpunyai fungsi 
a penyusunan tencana darn peoman pelak.sa0aan1 tug.a$ 

b petaryanan informal dan pen9adu.an 
c pea.sanaan $0siaisasi, 

d p@yelesaian mas.alab-mnasalah pelaryanan1 per12i0an1, 
pengaanap60gm7ban79an sistem pelayanan perizinan 

f penyelenggaraan administrasi di bidangnya, 
g koordasi di bidangnya 
h pembinaan dan peg was.an $taf, 
i peas.ar tugar-tugas lain yang dibenik.an oleh Kepn la  a$  $0$u tga 

dan fungsinya 

(1) 8idang lnlormas dan pengiaian terdii dart 

Seksi informasi 

b Seksi pengksijan 

(2)Masing-mnasing Sekesi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) di«pirnpin oleh 
se0rang Kepala yang berada di bawah an bertanggungawab kepada 
Kepala Bidang informasi dan pengkajan 

Pasal 26 

(1Seksi informn mernpunyal tugas memberikan penielas.an, informasi dan 
so0sialsasi pelaryanan perizinan 

(2utuk melaksanakan tugas sebagaimana dirake sud pada ayat (1), Seksi 
lorarsi epurrya fungi 
a pr9roan dan pgolahan dater, 
b perenoane sister inform.as, 

pelyanan intonrasi 
d pelaksa0an $0$ialisai 
e. pengelolgar administrasi i bidang1ya 
f peiaksanes kordinasi (i biangny.a 
g pembinaan den pngawassn stat 
h pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kegel Bidang 

tormasi dan pengkajan sesui tugas an Fung$inya 

Pasat 27 

(I)Seksi Peng8an mempuny8 tug8s membenik.an pelayanan pengaa1 an 
penyetesaiany.a, mela.kuk.an pengkajan darn pen9ebagas$tr7 

pelayanan periinan  

(2Utuk melaksanakan tugas sebagaimnana dirnaksud pada aryat (1) Seksi 
Pengkaian mnempunyai fungsi 
a. pengurpulean dean pengolahan data; 
b perencanaan darn1 peak.sa01a.a0 sister pela1ya01an1 pe0gar.a 

c penyeie aan mars.ala-mas.al.ah pelaryan1a1 pe0i.2i0a.01, 

pngaoat.a peg.ayarn d.an1 pa0gba0gal sister pelaryana, 



- l e pengelolaan administrasi ci bidangya 
f petal.sanaan k0ordinasi di bidangry.a 
g perbinaan an pengawars.an staf 
h. pelaksanaan tug4s-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Informasi dan pengkdian sesuair tugas dan fungsinya 

Bagian Kedelapan 

8idang Penanaman Modal 

Pasal 28 

(1)8idang Penanarnan Modal remnpunyai tugas melaktka per encan a n  
promos.i, tasiitasi dan upya-uprya pen1gembang pen%%ran modal di 
Darah 

(2)8idang Penanamn Modal dipimnpin oleh se0rang Kepala yang berada d 
ba wah  dan  bertanggungiarwab kpada Kepala Dina$ 

asat 29 

Lntuk mnelakes.anal.a tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pas 28 Bidag 
Penanaran Modal me0pun/ai fungi 
a peryusunan program dan evaluasi i bidangrya 
b peyusunan pedoran teknis peranaran modal 
c. pelaksanaa0 pr00si invest.as 
d fas.asip@nan1a0a 000.al, 
e pengkaian dan pengembangan penanaman modal, 
f birbingen dan penyuluhan penanaman modal; 
g koordinasi dan kerjasama di bidangnya 
h peyelenggaraan administrasi di bidangnya 

permbinaan danpen7garwas.an st.af 
j pelaksanaan tuge -tugas lain yang diberikan oleh Kepal Dinars suer tu8.$ 

dan tungsinya 

Pasal 30 

(1)8idang Penanamnan Modal terdini dari 
a Seksi Promosi dan Pengembangan 
b Seksi Faslitarsi dan Kerjasamnd 

(2)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimnpin oleh 
sorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggngrwab kepad.a 
Kepa l  Bdang  Penanamnan Modal 

Pasal 31 

(1)Seksi Promosi an Pengembangan mempunyai tugas melakukan 
perencanaan, pomosi, pen9Katan dan pengerba0gan pe0an'lama modal d 
Daerah 

(2)Untuk melaks.anakan tugas sebagaimana diraksud pada ayat (1), Seksr 
rooosi da Pengmboangan mnerpuryai fun.Sl 
a. prencanaan brag/ya, 



- ' b pelaksanaan pedoran di bidang0ya 
c pelk$aaan pr0mos/ inwes ta.sf 

d penusunan pet investasi Daer al' 
e peryusunan sis'tern informasi dan promosi invest.al, 
f pengkaian dan pengermbangan investasr 
g koordin teknis di bidang0ya, 
h pelasaaan ainisl/asi di bidang0ya 
• penbinaan an pen1gawars.an $t.al' 
j pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepalg Bidang 

enanaran Modal ssua tugas dan lung.sin7ya 

Pasal 32 

(1)Seksi Fas.itasi dan Kerjasama mempuryai tugas melakkn fas.iltasi da 
kejasarna pelaksanaan penanaman modal Daerat 

(2)Untuk mnelak.saran tugas ebagaimana diraksud pada ryat (1), Seksi 
Fas.tasi dan Kerjas.ama mempunyai fungi 

precanaan i bid.angry.a 
b penyusun.and pelaksanaan stern pa%an 010%4 i DD%ah' 

c at.as pl.Sa%an invest.al 
d petusunan tanagaker'jes.an irvestal 
e. koordin si teknis di bidangnya 
f pemnbinaan, monitoring dan evaluai pelaksanaan ke0)a18a0% pe0an1a.al 

modal 
g pelaisanaan ad/ii$rasi di bidang1ya 
h. pernbinaan dan pengarwars.an $taf 
i pelaksan n tugas-tugas lain yang diberk.an oleh Kepala Bidang 

eoanaman Modal sesua tugas dan fungsiny6 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNG SIONAL 

Pasal 3 

Kelo4npok jabatan fungsional mempunyai tugs melaksanakan sebagian tugs 
dan fungi Dias sesugi dengan kehlian dan ketrampilannrya 

(felompok Jab&tan Fungsional sebagairana dimnksud dala Pa6al 33 
teri dart seiumnlah tenage ahli dalam jenjang jabatae fungsional yang 
er bag delarn berbagar elorpok seua keahliany 

(2)Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimnaksud pada ayat(1)dipimpin 
oleh se0rang tenaga fungsional senior yang dituniuk oleh Peiabat yang 
berwenang qdan bertenggungirwab kepada Kepatg Dinars 

(3)Jurnlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimnaksud pada ayat(1 ditentukan 
berdaar.a. kelbutuh'an dan beban kerja 



()Jen.is dan Jeniang Jab&tan Fungi0nal sebagimana dimnaksud pada ayat (1) 

iatr ai enga ketentuan pr atu.ran p@run)la09-0nag yang 
bertaku 

BA8 V 

TATA KER.JA 

Pasal 35 

Dalarn meas.a0a.an tug.a$01ya, sebap pi pin.a unit organisasi an el0pol 
jabat.an fungsion.al waijb menerapkan prinsip-prinsip koor%gi integrasidan 
sink0nsasi, bail damn ligkugain parsing-00a180g 0a0pin ant.ar .tu 
organisasi ssuai tugars darn tungsinya 

Pasat 36 

Dalamn melaksakan tugas0y4, setip pirnpinan satuan organisarsi dibantu oleh 
$atu81 049a0$.as an/at.a para $.af diboawahoy, da ala ta09.a pembenian 
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat bell 

Paal 37 

Setiap pirpinan $8tun 0r'gaisasi wajib mengarwas barwah'any.a 0nasing 
masing dan bila terjadi perryimpang.an agar mengambit langkah-langkah yang 
dipertukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku 

asat 38 

Setiap pirpinan sat0a Organisasi bertan99gawab memipin dan 
mengoorder bawahan masing-0nasing da member an binnbing.an $% 

petunju bag pelasa0aa0 tugars bawaha0/a 

Pasal 39 

Setiap pimpinan satuan organisasi dan / atau para staf wajb memotuhi den 
me0gkuti petuniuk dan bertanggungwab kepada atasan asing-mnasing s.rt.a 
me0yiapk.alp0ran berk.al a pad wal.tun7yd 

Pas.al 40 

Setiap laporan yang itenima 0leh pimp/nan satuan 0rga0is.as a1 barwa'any.a 
wab diolh darn dipergun.akan sebagai bahan untuk penyusunan lapoan lebi.h 
lan.jut dan uu member ik.an petunjuk epada Darwaha00ya 

Pasal 41 

Dahan menyanpai.kan lap0ran masing-masing kepada at.as.an terburs.an lap0fan 
wajb dis.a0pa..an pua epad.a sat uan1 kerja lain yang aa lung6ion.al 
tempurya hubungain kerja 



- 8AB VI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 42 

Jeniang Jabatan, Kepangkatan Susunan Kepegawaian dan Pengangkatan 
ala0n 4abata ditentukan sesuai engan pr%turan peru0dang-0a09y0g 

belak 

BAB VIM 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 43 

ncian at urian tugs setiap jabat.an kn ditetapkan knurl dengan 
Kepulusan Bupahi berdasarkan Anlisis Jabatan 

BAB Vt 

KETENTUAN PENUTUP 

Pas.al 44 

Dengan berlekurnya Peraturan Daer ah ini, rake 

1 Semnua ketentuan perizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dias 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daer.ah Kabupaten Jepara 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang embentukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokeok da Fungsi Linas Daerah Kabupaten Jepara $8banana tea 
diubah denga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10Tahu 2004 
tentang Porubah'an Atars Per aturan Daorah Kabupaten Jepare Nornor 
Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organsasi, Tugas Pokok dan 
fugsi Dina Deerah Kabupaten Jerpara, dinyataka tidak betake 

2 Semua Ketentuan yang mengatur Bidang Penanaman Modal pada Dinas 
Perindustrian, Perdagan9an, Kopersi den Pena0&nan Modal sebagaimand 
dnaksud damn Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomnor 131hun 20O3 
entan Pembent"_an orgooses, Togas Pok«ok can Fugs Dias 
Daerah Kabupaten Jepara sebgairmana telah dibah deg% Persturan 
daerah Kabupaten Jepara Nomnor 1p "8hun 2004 tent.an'g Perubahan At.as 
Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003 tentag 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugs Pokok dan Fungsi Dinas Daerah 
Kabupaten Jepara, diyatakan tidak berlaku 

3 Semua ketentuan yang mengatur tentang Kane Pelayanan Urumn Terp&du 
Satu Atap sebagaimana dirnaksud dalarm Peraturan Daerah Kabup 
Jepara Nomor 12 Tun 2003 tentang Pembentukan, Sursunee Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tetcnis Daerah Kabupaten Jepera, 
diyatakan tidak ber lak.u 



4 Noren#late Dines Perin&dustria, Perdaga0gen, Koperasi da Penanamn.an 
Modal set gaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah Kabup»ten Jepara 
Nome 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunen Organisasi, Tugs 
Pokoke da Fungsi Dins Daera Kabupaten Jepara sebagainane telah 
dibah dengan Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nome 10 Tahu 2004 

tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 
Tahun 20 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Dias Daerah Kabupaten Jepara, menijadi Dias Periodustrian 

Perdagngan dan Koperasi Kabupaten Jepara 

Pasal 45 

Pelak$anaa lebihlaijut dai Peraturan Daerah ini itetapk.an oieh Bupai $su 

ketertu Perundang-undang yang berlaku 

Pas.al 46 

Prattura Deersh ii mulei berlaku pads tan9gal diundankan 

Agar setiap orang dapat mnengetahuinya, mererintahks pengundangan 
Peraturan Daerah ii den9an penerpatan0ya alarn Le0baa Derah 

Kabupaten4para 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggel 30 tel a.% 

BUPAI J 

HENDRO MART0JO 

DiundagkanJepara 
pada tanggar at 0khtr al 

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN 
JP 

M EFFENDI 

LEMBARAN DAE RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O6 NOMORa 

- 
' 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 12 TAHUN 2006 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
DINAS PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL 

KABUPATEN JEPARA 

I PENJELASAN UNUM 

Pelyaan ptizin mnerupak.an bagian yang sagat penting dan 

strategs damn peryelenggar an Pemerintahan dan pernbangunan Jernis 
penian yang ada sangat beragam dan selama ini ditangani ilayani oleh 
setiap Dinas Daerah, sehinggd dalamn pelaksnaany sering kali 
menibulk.an kesulitan bagi mhasyarakat yang bet@perbing8n uu 
memproleh iin ter but 

Disamnping itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahu 2006 
tentang Paket Kebijakan Perbaiken lklimn lrwestasi, kepada Bupat dininta 
segera mengambil lengkahlangkah yang dipertukan sesuai tugas. fungsi dan 

eenanganny.a, guna men0iptakanh iklimn investarsi yang lebihkoodusif. Hal 
t sebu t  dlakuk.an ant.afa lain den1gan Cara per Oepata peiinan kegiatan 
usaha an penanamha mnodal darn merperuat keleraga8n pay0a 
westar 

Dalam fangk.a member ik.an pelaryanan kepada asyar a.at secata 
mudah, oepat da seuaii 0deganktentuan Perun dang-4na0an0007y.% 
pelaya0an pi.nan ya.gterkait dengan 0saha an/ata invest.a, baik 0let' 
perorangan maupun Sadan i Kabupaten Jepara, dipertukn aday suatu 
unit kerja yang scar8 khusus menangani perizinan dan penananan modal 
ia.sud da l n  $atu a..p 

l, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 
Cu#up jelas 

Pasal 4 
Culug jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 



Pesa 6 
Culp jelas 

I 
Passi 7 

Cutup jelas 

' Pasel 8 

Cul@up jelas 

Pass 9 
Cusup jelas 

Pasal 10 
Cukp jar 

Pssal ff 

Culp jlas 

Passt 12 
Culp jla 

I es13 
Cutup joles 

Pase 14 
Cuiup jeles 

Pasal 15 
Cukurp jelas 

Paseal 16 

Culp oles 

Passl 17 

Cutup jel 

Pesal 18 
Culup jlas 

Passi 19 
Culp jela 

Pas 20 

Culp jla 

Pass 21 

Cuiup jelas 

Pesat 22 

Cutup jel.as 

Passi 23 

Cucup jelas 

Pesai 24 
Cukup jel.es 



Pase 26 

Culp jeles 

Pas 27 
Cukup jeles 

Peasel 29 

Culp joles 

Pesa 30 
Cul«up jla 

Peal 31 

Cui«up j0la 

Peel 32 

Cul@up jelo 

Passel 33 

Cuup jelas 

asst 37 
Culup jla 

Pesa 38 
Culup j0la 

Peat 39 
Cutup jel 

Pasat 40 

Cutup els 

Pesa 41 
Cu#cup jelas 

Pasal 42 

Cul@up [el8s 

Pasal 43 

Cu«up jelas 



Peat44 

Culp jela 

Asal 45 

Culp las 

TAMBHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 

- 
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